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Abstract

As a coalition of non-government organization in anti-impoverishment movement, GAPRI has conducted several advocacy activities, both in formulating Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) and in formulating counter document of PRSP. The counter-document, titled “Strategi  Bersama Melawan Pemiskinan” (Collective Strategy Against Impoverishment) contained analysis on the cause of poverty alleviation failure. This article also discussed the failure of employment opportunity and small and micro enterprises development strategy. 

“bangsa Indonesia yang bersatu,

 sejahtera kehidupannya, 

demokratis penyelenggaraan negaranya,

 dan negara ini bukan saja sebuah negara hukum, 

tetapi  juga sebuah negara Kultural”

[Bung Hatta]

Pendahuluan 

Kearifan diri dan berfikir dengan akal sehat merupakan kunci utama dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Semua orang [warga negara] tahu apa yang sesungguhnya terjadi di negara yang telah merdeka lebih dari setengah abad ini. Namun, belum semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang apa sesungguhnya yang menyebabkan bangsa dan negara ini masuk dalam “perangkap” krisis ekonomi, sosial, dan politik. 

Para pakar ekonomi berpendapat bahwa sebab utama krisis pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 adalah karena terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia sampai pada angka -13,7%, sebagai akibat krisis ekonomi global terutama di negara-negara Asia pada tahun 1997. Bersamaan dengan itu, masyarakat menghadapi kesulitan akibat meningkatnya harga jual barang-barang konsumsi [kebutuhan sehari-hari] yang mencapai 100-300%
.  Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus membelanjakan uangnya dua sampai tiga kali lebih dari sebelum krisis.

Meningkatnya jumlah angka masyarakat miskin pada tahun 1998 dari 20 juta jiwa sebelum krisis menjadi 40 juta jiwa dalam masa krisis menunjukkan Indonesia kini tergolong negara miskin. Indikator umum yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat, misalnya,  meningkatnya jumlah kematian bayi; dari angka kelahiran setiap harinya yang 11.000 anak, 800 orang di antaranya meninggal sebelum usia lima tahun akibat penyakit yang mudah dicegah (preventable disease). UNICEF dalam laporannya    menyatakan bahwa Indonesia akan memiliki 2 sampai 3 juta anak-anak yang    disebut     sebagai generasi yang hilang (lost generation) akibat kekurangan gizi/pangan, berpenyakit,  dan tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.

Fenomena kemiskinan-pemiskinan di Indonesia merupakan potret kehidupan masyarakat desa karena 75% dari masyarakat miskin berada di pedesaan. Itu artinya, sektor pertanian merupakan ruang penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lannya [industri, sektor informal, perdagangan, dan lainnya]. Sepanjang yang diketahui penulis, terdapat 41 juta tenaga kerja terserap di sektor pertanian, yang dalam masa krisis multidemensi kondisinya semakin terpuruk, karena akses masyarakat pedesaan terhadap sumber produksi mereka [tanah dan pasar] terhambat dan tidak adanya regulasi yang melindungi kaum miskin pedesaan sebagai akibat krisis ekonomi dan politik.   

Kondisi di atas semakin kompleks lagi dengan masuknya Indonesia menjadi negara miskin dan terjerat utang atau severely indebted and low income countries (SILIC). Artinya, Indonesia dan rakyatnya dimiskinkan secara struktural karena selama ini pembangunan-pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi dibiayai dari pinjaman/hutang luar negeri baik dari lembaga mulitilateral maupun bilateral. Dan ini merugikan dan atau menimbulkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat pedesaan maupun dampak terhadap kebijakan makro ekonomi.    

Status SILIC bagi Indonesia menjadi perhatian lembaga dan negara donor untuk kemudian menempatkan Indonesia dalam skenario donor internasional, Indonesia diwajibkan membuat dokumen strategi penanggulangan/pengurangan angka kemiskinan yang lebih dikenal dengan istilah Poverty Reduction Strategy Paper [PRSP], sebagai prasyarat untuk tetap mendapat dukungan internasional. 

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, status ekonomi Indonesia merosot. Laporan utang tahunan Bank Dunia tahun 2000, Global Development Finance 2000, menggolongkan Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam kategori SILIC, atau berutang tinggi dan berpendapatan rendah (SILIC- severely indebted low income countries
). Suatu kategori paling rendah. Sebelum krisis, Indonesia termasuk golongan negara berpedapatan menengah dan berutang sedang, sejajar dengan Thailand dan Filipina. Pada status SILIC ini, Indonesia satu kelompok dengan negara-negara seperti Mali, Nigeria, Afghanistan,  Malawi, dan juga Ethiopia. Negara Asia yang juga terkena krisis ekonomi seperti Malaysia, Thailand, dan Korea tidak termasuk dalam kategori SILIC  (sumber INFID 2001, Background Paper CGI 2001). 

Beban utang ternyata tidak hanya memelaratkan negara supermiskin, namun juga negara yang dianggap menengah (Indonesia, Argentina, Pakistan,  Turki, dll). Masalah beban utang negara miskin dan negara berkembang, terus menghalangi pembangunan negara tersebut, dan mekanisme yang ada jauh dari mencukupi untuk memecahkan beban utang
 (GAPRI, “Empat Pilar Demokratisasi untuk Melawan Kemiskinan dan Pemiskinan, Jakarta 2003)
Berdasarkan pengalaman negara-negara dunia ketiga [Afrika Selatan, Vietnam, Kambodja, dll] dalam menyusun dokumen PRSP, GAPRI sebagai koalisi masyarakat sipil [ORNOP] untuk Gerakan Anti Pemiskinan mengajukan pertanyaan kunci pada Pemerintah Indonesia dan negara/lembaga donor yakni, Pertama, bagaimana kaitan dokumen PRSP dengan rencana pembangunan yang sudah ada seperti Propenas [Program Pembangunan Nasional]? Kedua, mengapa masih ada policy disconnect antara kebijakan makro-ekonomi dengan program penanggulangan kemiskinan?  Ketiga, apakah proses penyusunan dokumen PRSP dilakukan melalui konsultasi publik dan atau partisipasi rakyat dalam keseluruhan proses sebagai wujud dari people ownership/country ownership?  Pertanyaan ini diajukan dalam sebuah forum dialog antara GAPRI dengan Pemerintah Indonesia dan negara/lembaga donor yang tergabung dalam CGI tentang arti penting PRSP bagi Indonesia, karena dikhawatirkan nantinya dokumen ini hanya akan menjadi alat baru untuk menekan Indonesia setelah negara/lembaga donor bersama Pemerintah Indonesia gagal mengatasi masalah kemiskinan-pemiskinan secara holistik. Dalam hal ini, ada tiga kekhawatiran GAPRI yaitu antara lain (1) bahwa dokumen PRSP hanya akan sekadar menjadi dokumen daftar proyek untuk orang miskin yang bersifat top down dan teknokratik. Padahal yang dimaksud adalah membuat rencana menyusun PRSP, dan bukan rencana penanggulangan kemiskinan itu sendiri; (2) bahwa KPK sekadar menjadi lembaga pemerintah untuk mengurusi orang miskin atau proyek untuk orang miskin. Ini akan menjadi top down model lagi seperti model masa lalu, yang tidak melibatkan kaum miskin; dan (3) bahwa karena daya tawar Indonesia begitu lemah, maka pihak donor akan mendominasi isi dari dokumen itu, dan pemerintah Indonesia sekadar melayani permintaan dan keinginan donor/IMF. Adalah fakta bahwa sekarang saja program ekonomi semuanya berasal dari LOI IMF. Dan GOI (Government on Indonesia) sekadar menuruti kemauan donor karena ketakutan hal ini akan berakibat berkurangnya dana bantuan (utang) jika Indonesia tidak memenuhinya. Ini terbukti ketika IMF empat kali menunda pencairan dana untuk dukungan neraca pembayaran (balance of payment support) selama pemerintahan Abdurrahman Wahid karena dianggap tidak konsisten dan memperlambat pelaksanakan butir-butir program dalam LOI IMF
. Berdasarkan tiga pertanyaan itu dan kekhawatiran anggota GAPRI atas proses perumusan dokumen PRSP, maka secara terencana pula GAPRI melakukan advokasi langsung, baik dalam perumusan dokumen PRSP maupun perumusan konsep tandingan yang disebut “Strategi Bersama Melawan Pemiskinan” dengan judul “Empat Pilar Demokratisasi Melawan Pemiskinan.” 

Kemiskinan atau Pemiskinan

Banyak batasan kemiskinan yang dijadikan landasan pemikiran untuk menelaah sebab-musabab dan jalan keluarnya dari lingkaran kemiskinan. KIKIS sebagai lembaga kajian kemiskinan struktural memberikan batasan sebagai berikut, “Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi  sebagai manusia,  yang meliputi kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang” (KIKIS, 2000). Orang miskin memberikan batasan kemiskinan berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, yaitu  “Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang kehilangan harga diri, terbentur pada ketergantungan, terpaksa menerima perlakuan kasar dan hinaan, serta tak dipedulikan ketika sedang mencari pertolongan” (BKPK dan SMERU, 2001). Dalam pada ini kedua batasan tersebut mengandung makna yang sama yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan asasi sebagai warga negara yang berdaulat.    

 Secara ringkas KIKIS menguraikan batasan kemiskinan menjadi 3 katagori sebab, yakni (1) Kemiskinan subsistensi terjadi karena rendahnya pendapatan, tak terpenuhinya kebutuhan akan sandang, papan, pangan, serta kebutuhan dasar lainnya. (2) Kemiskinan perlindungan disebabkan oleh meluasnya budaya kekerasan atau tidak memadainya sistem perlindungan atas hak dan kebutuhan dasar. (3) Kemiskinan afeksi terjadi karena adanya bentuk-bentuk penindasan, pola hubungan eksploitatif antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam. 

Dari aspek kekuasaan politik,  dapat dilihat juga batasan kemiskinan dengan pendekatan pemahaman, partisipasi, dan identitas. Kemiskinan pemahaman karena kualitas pendidikan yang rendah, selain faktor kuantitas yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan warga. Kemiskinan partisipasi karena adanya diskriminasi dan marjinalisasi hak-hak politik rakyat dari keseluruhan proses pengambilan keputusan. Dan kemiskinan identitas karena dipaksakannya nilai-nilai asing terhadap budaya lokal yang mengakibatkan hancurnya nilai-nilai budaya sosial [local wisdom] di tingkat lokal. 
Batasan dan uraian ringkas di atas jika disimpulkan sebagai kemiskinan struktural atau  pemiskinan. Kemiskinan struktural diartikan secara lebih luas adalah perampasan daya kemampuan (capability deprivation) manusia atau kelompok manusia secara sistematis sehingga membuat manusia dan kelompok manusia menjadi marjinal/dimiskinkan. Melalui beberapa proses penelitian dan konsultasi publik yang telah dilakukan KIKIS, fakta obyektif itu lebih didominasi oleh realitas kemiskinan struktural/perampasan daya kemampuan manusia  mencakup:
1. Perampasan daya sosial

Meliputi perampasan akses pada ‘basis’ produksi rumah tangga, seperti informasi, pengetahuan dan pengembangan keterampilan dan potensi kolektif, partisipasi dalam organisasi, dan sumber-sumber keuangan. Akses terhadap daya sosial ini juga dipengaruhi oleh tekanan ekspansi modal (termasuk perilaku TNCs dan MNCs) dan globalisasi ekonomi.

2. Perampasan daya politik

Meliputi perampasan akses individu pada pengambilan keputusan politik, bukan saja pada kemampuan untuk memilih, tetapi juga untuk menyuarakan aspirasi dan bertindak secara kolektif. Tekanan ini lebih merupakan akibat dari berlangsungnya  watak otoritarian rezim dan para pendukung koersifnya.  

3. Perampasan daya psikologis

Yaitu tekanan eksternal yang menyebabkan hilangnya perasaan individual mengenai potensi-dirinya, baik dalam kancah sosial maupun politik. Akibatnya, individu ini tidak memiliki peluang untuk mampu berpikir kritis. Tekanan eksternal itu diinternalisasi si miskin menjadi kesadaran palsu. 

Dua gambaran kehidupan [potret] kaum miskin di perkotaan dan di pedesaan menunjukkan bahwa proses pemiskinan berjalan secara berkelanjutan dan pemerintah belum mampu mengubah kondisi ini secara sistematis.

	Seorang perempuan yang hidup dan tinggal di bawah jembatan meninggal setelah melahirkan anak putrinya. Anak yang dilahirkan itu bertahan hidup. Perempuan itu dari keluarga pemulung. Yang menjadi masalah, tidak ada sebidang tanah pun tersedia untuk mengubur jenasah sang ibu. AKhirnya, setelah dua hari lamanya sejak kematian itu, si ibu dapat dikubur di sebuah kuburan yang biasa dan sengaja untuk mengubur Mr. X. Yang tidak berubah dari dulu hingga kini dalam kehidupan kaum miskin kota adalah, lahir sengsara, hidup menderita, dan mati pun harus tetap sengsara.

Sementara itu di kampung-kampung nelayan di wilayah Sumatera Utara, para nelayan kecil/kampung menghadapi kenyataan bahwa perolehan ikan mereka terus menurun. Kondisi ini memberatkan mereka untuk menjalani kehidupan keluarga agar lebih baik. Masalah yang mereka hadapi ternyata adalah masalah klasik sejak tahun 80-an, yakni keberingasan kapal trawl dan kebijakan pemerintah yang mereka rasakan setengah hati, atau bahkan melindungi operasi dari ratusan kapal trawl itu.

Di desa Pagilaran, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, misalnya, petani pemetik teh yang tinggal dalam wilayah perkebunan besar (teh) tidak mengalami perubahan besar sejak tahun 1960an. Mereka tetap tinggal dengan tempat pemukiman yang terpisah dengan komunitas desa lain, rumahnya berlantai tanah, berhimpitan antara keluarga yang satu dengan yang lain dan, keluarga baru terus bertambah. Perkebunan yang terus berkembang maju seolah tidak memberi dampak  apa-apa untuk membawa mereka ke arah kehidupan yang lebih baik bagi para petani pemetik teh di sana.



Meluruskan Paradigma Penanggulangan Kemiskinan Yang Keliru 

Paham apa pun tentang kemiskinan dan pendekatan apa pun dalam penanggulangan kemiskinan selama tidak memberikan jaminan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin, maka upaya penanggulangan kemiskinan itu tidak akan bermanfaat. Oleh karenanya, kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya menjamin sepenuhnya hak-hak si miskin dan tidak berlaku diskriminatif terhadap warga negara lainnya.  

Tuntutan semacam di atas didasarkan pada gagasan universal hak asasi manusia dan amanah UUD 45 sebagaimana yang tertuang dalam pembukaannya, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan pakaian perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur menderita sakit cacat, menjadi janda/ duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya. (Pasal 25 ayat 1 DUHAM)”

Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Alenia 2 Pembukaan UUD 45) 

Sejak lahir manusia sudah memiliki hak asasi yang wajib dihormati oleh  siapa pun terutama negara. Adanya penghormatan terhadap hak asasi dapat menjamin martabat seorang manusia dan pelaku kemanusiaan terjaga dan terlindungi. Ancaman, perusakan, dan penghilangan terhadap hak asasi itu merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan martabat sebagai manusia. Dan ia tidak bisa secara maksimal menjalankan kerja dan kehidupan kemanusiaan sebagai manusia bermartabat. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya  agar tetap bermartabat dan berbudaya. 

Kita dapat melihat fenomena kaum miskin di wilayah perkotaan yang hidup di lingkungan kumuh dan kotor, tanpa akses terhadap air bersih, rumah yang layak, jaminan kesehatan, dan status kewargaannya dalam satuan komunitas [desa/kelurahan] diragukan karena tidak terdaftar sebagai penduduk resmi, dan tidak adanya perlindungan atas pekerjaannya. Mereka sebagai manusia, juga sebagai warga negara, dengan terpaksa harus menjalani kehidupan dengan cara-cara yang tidak bermartabat sebagaimana layaknya warganegara yang lain: menggunakan air kotor atau yang tidak terlindungi menurut syarat-syarat kesehatan sebagai “air bersih,” yang digunakan untuk mandi dan masak. Anak-anak mereka juga tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik. Pada saat tertentu mereka mendapat “perlindungan” dari “aparat” dan pada saat yang sama pula mereka menjadi korban kebijakan pemerintah daerah yang kemudian dengan mudahnya mereka diberikan status kaum  yang tergolong “penyakit masyarakat.” Dengan segala daya kemampuan bertahan hidupnya,  kaum miskin itu berjuang untuk mencari penghidupan, menciptakan pekerjaan, dan menjalani pekerjaan tanpa dukungan dan perlindungan resmi pemerintah, misalnya sebagai pedagang kaki lima. Namun, mereka sekali lagi menjadi obyek “aparat” penertiban sekaligus korban kebijakan pemerintah yang mengarah pada perampasan harta milik kaum miskin itu oleh negara. 

Hal yang sama juga terjadi di komunitas petani, terutama petani gurem (petani dengan pemilikan tanah tidak lebih dari 0,2 hektar) dan petani tuna kisma (petani tanpa kepemilikan tanah). Mereka selama ini mampu menampung hampir 40 juta tenaga kerja, namun tidak cukup kuat keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap mereka, terutama dalam membuka dan melindungi akses kaum tani terhadap sumber-sumber produksinya, termasuk akses pasar. Artinya, mereka harus menjalani hidup tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di lapangan pertanian. Petani tuna kisma juga tidak pernah mendapat kesempatan untuk memperoleh keadilan dalam relasi menjalani pekerjaan di lapangan pertanian dalam hal bagi hasil. 

Ironisnya, pada saat yang sama pemerintah sangat gigih membuat regulasi pada usaha pertanian besar [perkebunan]. Mereka [petani berdasi] tidak saja mendapat perlindungan regulatif, tetapi juga mendapat fasilitas kredit yang lumayan besarnya. Kondisi ini terjadi terus-menerus dan tanpa ada upaya koreksi yang mendasar. Memang perkebunan akan menampung tenaga kerja, tetapi beralih profesi dari petani menjadi buruh kebun bukanlah sebuah perubahan kebijakan mendasar dan berkeadilan.  Fenomena ketidakadilan ini semakin “dipertontonkan” kepada petani gurem dan tuna kisma tempat para petani berdasi memiliki akses dan jaminan untuk penguasaan tanah secara luas, terutama di wilayah perkebunan. 

Fenomena di atas menggambarkan kekeliruan paradigma negara dan pemerintah dalam memahami dan merespons fakta kemiskinan di Indonesia. Pemerintah belum melihat kemiskinan dari sudut pandang hak-hak warga negara, melainkan baru sebatas pada asuh dan asih atau charity strategy. 
Ada pertanyaan mendasar untuk fenomena dan kekeliruan paradigma tersebut, yakni apa dan di mana peran negara dalam  menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kaum miskin/kaum marjinal? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah harus memulainya dari reformasi paradigma negara dalam memandang kaum miskin Indonesia hari ini. Sudut pandangnya tidak lagi asuh dan asih atau charity strategy, melainkan  melihat kaum miskin dari perspektif hak, kaum miskin dilihat sebagai manusia yang bermartabat. Dalam kerangka kebijakan, yang dibutuhkan saat ini bukanlah kebijakan yang memihak mereka, tetapi suatu kebijakan yang berdasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar kaum miskin. Sebagai manusia warga negara yang bermartabat, kaum miskin punya hak yang sama dengan kaum menengah dan atas, dengan memposisikan manusia bermartabat sebagai subyek kebijakan. 

Itu artinya, perspektif hak ini sesungguhnya menjadi prinsip dasar dalam penanggulangan kemiskinan di masa depan, sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 45 Republik Indonesia. Dan inilah yang mendasari semangat dan pemikiran dasar Kelompok ORNOP [GAPRI] dalam menyusun PRSP sebagai grandstrategy  penanggulangan kemiskinan dengan paradigma baru yang memiliki nilai-nilai  dasar atas  penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin. 

Sepanjang pengamatan penulis, program dan strategi penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah selama ini sangat berorientasi pada upaya penanggulangan akibat pemiskinan, bukan sebab pemiskinan. Misalnya, penyediaan modal usaha warga, penyediaan beras murah, minyak bersubsidi, pendidikan murah, kartu sehat.  Dalam hal ini upaya-upaya itu memang menjawab masalah, namun bersifat sementara/jangka pendek dan sangat rentan terhadap goncangan kebijakan ekonomi makro. Pemerintah dalam  hal ini mengkatagorikannya menjadi empat pendekatan: (a) pendekatan kebutuhan dasar; (b) pendekatan pendapatan; (c) pendekatan kemampuan dasar; (d) pendekatan obyektif dan subyektif. Dari keempat pendekatan penanggulangan kemiskinan di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas utama dari penanggulangan kemiskinan adalah hanya sebatas:  pertama,  pemenuhan konsumsi per kapita (menggunakan garis kemiskinan dan bersifat makro). Pasokan datanya dikerjakan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan dikerjakan Biro Pusat Statistik (BPS); dan  kedua, pendekatan yang berbasis keluarga.  

Pengalaman menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang mendasari dua pedekatan di atas lebih banyak gagalnya ketimbang berhasilnya. Program KUT yang  memprioritaskan penyediaan modal bagi petani dengan dana mencapai Rp 8,4 trilyun tidak memberikan jawaban bagi petani dalam jangka panjang, petani justru terjerat hutang. Program KKP (Kredit Ketahanan Pangan) dengan alokasi dana dari pemerintah sebesar Rp 2,3 trilyun, sebagai pengganti KUT, juga gagal maning [begitu istilah petani di Tegal]. Namun demikian, ada beberapa komunitas masyarakat pedesaan yang berhasil  mengembangkan usahanya dalam skala kecil dan lokal, tetapi persentasenya di bawah 10 % dari jumlah masyarakat miskin yang difasilitasi program penanggulangan kemiskinan.  

Untuk tahun 2004, misalnya, pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan kemiskinan melalui APBN sebesar Rp 19,7 trilyun  untuk 99 mata program yang dikelola oleh 14 instansi sektoral (Bappenas, 2004). -  Jika dilihat secara mendalam, hanya 5% (Rp 1.002.991 trilyun) dari program tersebut yang dialokasikan untuk menumbuhkan dan/atau membuka kesempatan kerja dan usaha yang dikelola oleh:

1) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
Rp
989,285 milyar

2) Kementrian Koperasi dan UKM
Rp
13,421 milyar

3) Kementrian Pemberdayaan Perempuan
Rp
285 juta

Pertanyaannya, apa yang bisa dicapai dengan anggaran sebesar itu untuk melakukan upaya pengurangan angka pengangguran dan penciptaan kesempatan berusaha? Pemerintah sendiri juga menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini baik berupa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dalam tiga dekade terakhir ternyata masih sangat rentan terhadap dinamika ekonomi, politik, dan sosial baik berskala nasional maupun di aras daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam proses penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, yakni antara lain: (i) masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro; (ii) sentralisasi kebijakan dan program; (iii) mekanisme penyampaian program bersifat “charity”; (iv) memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek; (v) asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama (uniformitas) dan sasaran kelompoknya dianggap homogen; (vi) pola penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada peran pemerintah (government driven)
.
Pemiskinan Rakyat Lewat Komoditas Tenaga Kerja

Tingginya angka pengangguran dalam 5 tahun terakhir ini, dan stagnannya investasi di sektor riil membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Namun pertanyaanya adalah, apakah investasi akan menjamin terserapnya tenaga kerja/berkurangnya pengangguran?  

Pembangunan ketenagakerjaan/penciptaan lapangan kerja dalam 3 dekade sebelum krisis dapatlah dikatakan bertumpu pada industrialisasi dengan pola pengendalian buruh dan politik upah minimum. Artinya, kesempatan kerja yang disediakan Negara sangat sektoral dan cenderung tidak berorientasi pada pengembangan yang bersifat natural resources-based [pertanian; darat dan laut] dan kapasitas tenaga kerja lokal. Dengan demikian, perluasan kesempatan kerja selama ini hanya menjadi pasar tenaga/buruh.  

Tidaklah mengherankan bila tingkat pengangguran yang ada selalu meningkat, karena pemerintah sama sekali tidak secara serius merencanakan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; pemerintah hanya memfasilitasi pemenuhan tenaga kerja yang diperlukan para investor dengan segala kepentingannya. Politik perburuhan yang ada hanya dalam kerangka menyediakan buruh murah sebagai isu kampanye untuk menarik investor ke  Indonesia. Hal ini memang menyedihkan, tapi itulah kenyataannya sistem pembangunan ketenagakerjaan/penciptaan kesempatan kerja yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kesenjangan kesejahteraan rakyat semakin parah karena tidak seimbangnya lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terus bertambah.   

Pada tahun 2002, angka pengangguran terbuka mencapai 9% dari total jumlah angkatan kerja yang tersedia.
 Data lainnya menunjukkan bahwa angka pengangguran sektor pertanian pada tahun 2001 mencapai 43%, dan angkatan kerja sektor informal  mencapai 45%. Data tersebut tidak bergerak kearah positif [cenderung stagnan] sampai dengan tahun 2003. Ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun ke-5 program pemulihan krisis multidimensi pemerintah belum mampu mengatasi masalah pengangguran secara mendasar dan komprehensif. 

Inisiatif masyarakat untuk keluar dari kemelut lingkaran pemiskinan, juga tidak direspons secara positif oleh pemerintah. Lihat saja pasar-pasar tradisional yang dibangun warga masyarakat dan menjadi sasaran penggusuran pemilik modal lewat pemerintah, di satu sisi, dan menjadi sasaran pemalak yang juga tidak mendapat perlindungan keamanan oleh pemerintah di sisi lainnya. 

Tingginya permintaan tenaga kerja ke luar negeri menjadi suatu komoditas baru tidak saja bagi pemerintah melainkan bagi pelaku bisnis tenaga kerja. Namun, pada saat yang sama pemerintah belum serius menangani perlindungan tenaga kerja yang menjadi “pahlawan” devisa tersebut. Mereka hanya dijadikan instrumen memperoleh devisa bagi negara dan penyeimbang neraca transaksi berjalan yang selalu negatif itu.  

Kasus-kasus penganiayaan atas TKI di luar negeri belum sepunuhnya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah belum memberikan perlindungan hukum dan sosial-ekonomi.   Fenomena lain pemiskinan tenaga kerja adalah dengan mengembangkan skema kerja buruh di rumah. Artinya, perusahaan-perusahaan memberikan order kerja pada masyarakat tanpa terikat peraturan perburuhan. Proses ini berjalan secara sistematis dan dikelola oleh para pelaku bisnis tenaga kerja sementara pemerintah melihatnya sebagai sebuah solusi untuk mengatasi angka pengangguran. Sesungguhnya ini merupakan bentuk marjinalisasi hak-hak manusia atas peluang dan kesempatan kerja yang layak dilindungi oleh negara.  Munculnya buruh subkontrak ataupun outsourcing dengan label konsep Flexibility Labour Market (FLM), semakin memperburuk kekuatan buruh yang memang sudah lemah. 

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa proses pemiskinan lewat isu tenaga kerja tidak lagi menjadi suatu fenomena melainkan suatu fakta sistem yang terus berjalan secara terencana. Harus segera ada gerakan reformasi untuk menghadapi kenyataan ini sehingga keberadaan jumlah tenaga kerja produktif yang saat ini menganggur tidak lagi menjadi komoditas bisnis yang memiskinkan melainkan sebagai aspek potensial dalam mengatasi  krisis yang terjadi di Indonesia dalam jangka panjang. 

Dua Pilar Pembangunan Ekonomi Berbasis Keadilan
 

Berdasarkan pemahaman analitis di atas, sekelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia [GAPRI] mengusung agenda advokasi diplomatik secara sistematis dan konseptual lewat “Strategi Bersama Masyarakat Sipil Indonesia: Empat Pilar Demokratisasi untuk Melawan Kemiskinan dan Pemiskinan.” Dan berangkat dari pengalaman dan pemikiran GAPRI, ada dua agenda penting yang sesuai dengan upaya negara dalam menyusun kebijakan dan program perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagai pilar pembangunan sektor ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan berusaha dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tawaran ini memang perlu diuji oleh semua pihak sebelum menjadi sebuah keputusan politik pemerintah. Kami [GAPRI] sendiri saat ini secara bertahap selain sedang berupaya menerjemahkannya dalam bentuk program-program, juga melalukan upaya diplomasi kepada pemerintah untuk menerjemahkan pikiran GAPRI dalam bentuk program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dari sektor ketenagakerjaan dan usaha kecil.

Pilar Satu: Redistribusi Kekayaan

Redistribusi kekayaan ini meliputi (a) pembaruan agrarian , (b) pajak dan anggaran yang pro-rakyat, (c) pendidikan dan kesehatan. Ketiga hal utama  ini merupakan wilayah penting bagi redistribusi kekayaan.

1) Pembaruan Agraria

Pembaruan Agraria sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan sumber daya tanah, mempertinggi produktivitas, dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Pengalaman Pembaruan Agraria di Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam terbukti mampu mengurangi indeks ketimpangan (gini koefisien) sampai 8 poin. 

Di Indonesia, tanah-tanah perkebunan di Sumatra dan Jawa yang dikuasai oleh negara dan swasta secara hukum akan dengan mudah ­­ jika negara sadar akan kewajiban hukumnya­­  dibagi-bagikan kepada petani penggarap. Sementara itu, HPH-HPH yang luasnya jutaan hektar penguasaannya bisa dibagi kepada rakyat yang memiliki kearifan lokal dan lingkungan untuk merawat dan mengelola hutan. Yang diperlukan di sini bukan cara mengelola tanah atau hutan, tapi penegasan hukum yang sah untuk proses penataan kembali sistem pemilikan dan penguasaan tanah dan hutan; dan sekaligus menyelesaikan masalah ketimpangan pemilihan dan penguasaan tanah dan hutan. Hal ini juga bisa dipahami berlaku untuk wilayah pesisir dan laut - yang saat ini mulai mengarah pada konsentrasi modal dalam penguasaan pesisir dan laut.  

Kerangka kebijakan yang perlu dijalankan dalam Pembaruan Agraria ini adalah:

a) Menegakkan prinsip­prinsip land reform untuk menegaskan jaminan dan perlindungan bagi petani tuna kisma dan petani penggarap, serta petani berlahan sempit. Untuk menegakkan land refom, negara perlu menjalankan kewajiban hukumnya seperti yang telah dinyatakan dengan tegas melalui Ketetapan MPR, UU Pokok Agraria, dan UU Pokok Bagi Hasil.

b) Mengedepankan pentingnya water reform di wilayah penguasaan pesisir dan laut untuk kepentingan kehidupan nelayan kampung (fisherfolk). 

c) Melaksanakan jaminan keamanan penguasaan dan pemilikan tanah untuk keberlanjutan hidup keluarga miskin dengan cara menyelesaikan sengketa­sengketa tanah masa lalu yang menekan orang/keluarga miskin, menghentikan dan menghapus izin/konsesi penguasaan tanah dalam skala luas dan berjangka panjang, jaminan penguasaan tanah pertanian agar tidak berkurang atau didesak oleh konversi tanah pertanian menjadi tanah industrial.

d) Mendukung masa depan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak­hak petani kecil dan nelayan kampung secara kolektif, melalui organisasi­organisasi tani/nelayan yang mereka bentuk atas dasar inisiatif dan dana sendiri. 

2) Reformasi Pajak dan Anggaran Pro-Rakyat [berbasis hak-hak warga] 

Pajak dan anggaran publik adalah instrumen pokok yang dikendalikan negara dan negara bisa melakukan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang progresif. Pajak yang progresif akan membuat alokasi yang adil dan membuat negara tidak tergantung pada sumber luar negeri. Anggaran yang pro-rakyat akan membuat ekonomi tumbuh, rakyat bisa bekerja dan layanan sosial akan luas dan bermutu.  Anggaran publik dalam APBN dan APBD pro-rakyat adalah wujud dan bukti komitmen politik pemerintah atas rakyatnya.  

LoI dengan IMF yang ternyata kemudian menciutkan anggaran pro-rakyat dan melemahkan kemampuan negara melayani rakyatnya harus dilawan dengan tegas dan tanpa kompromi. Untuk itu, langkah-langkah  redistributif berikut ini perlu dilakukan:

a) Pembentukan Komisi Anggaran Masyarakat di tingkat pusat dan di tingkat provinsi guna bersama-sama pemerintah dan DPR/DPRD ikut serta merancang, menetapkan anggaran yang pro-rakyat, dan memantau pelaksanaan anggaran.

b) Pemberlakuan pajak progresif bagi perorangan dan keluarga yang berpendapatan di atas 100  juta per tahun.

c) Tidak memposisikan rakyat, terutama rakyat miskin, sebagai basis perolehan Pendapatan Asli Daerah tetapi sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah harus mampu digunakan untuk melayani rakyat miskin. 

d) Mengalokasikan 40 persen dari anggaran untuk pos pembangunan dan pos jaminan sosial, terutama untuk hak kesehatan dan pendidikan rakyat miskin.

e) Pengusutan dan pengembalian dana-dana hasil korupsi, termasuk dana keluarga Soeharto, yang diduga bernilai 15 milar dolar dalam bentuk saham, rumah, dan aset lainnya di luar negeri.

f) Penghapusan Utang LN sebagai jalan pokok menghentikan arus modal keluar. UU yang membatasi pembayaran utang maksimal 20 persen dari hasil pajak untuk utang luar negeri dan dalam negeri perlu segera dibentuk untuk menghentikan krisis fiskal dan krisis anggaran di masa 5 sampai 10 tahun ke depan.

3) Redistribusi Kekayaan melalui Bidang Kesehatan dan Pendidikan
Kesehatan dan pendidikan adalah aset. Dengan menyediakan peluang dan fasilitas kesehatan dan pendidikan seluas mungkin bagi rakyat, negara secara langsung sudah membagi aset untuk masa kini dan masa depan.  Kesehatan dan pendidikan adalah wilayah di mana negara dan pemerintah memiliki kendali untuk menolong rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Kesehatan dan pendidikan adalah jalur utama bagi kaum miskin dan kaum perempuan untuk bebas dari pemiskinan dan kemiskinan. 

Pendidikan dan kesehatan yang luas dan bermutu akan menaikkan kesempatan ekonomi dan sosial bagi kaum miskin dan perempuan menjadi rakyat yang kuat, warga negara yang cerdas. Kurangnya perhatian dan investasi pada masalah kesehatan dan pendidikan justru akan melanggengkan proses-proses pemiskinan. 

Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah: 

a) Program wajib belajar 9 tahun sepenuhnya harus didanai oleh pemerintah termasuk pemembebasan SPP dan pengadaan buku teks mulai tingkat SD sampai SMA, termasuk di dalamnya gaji guru SD hingga SMA dan petugas kesehatan harus dikoreksi dan dinaikkan sejajar dengan gaji anggota parlemen.

b) Alokasi belanja anggaran 20% bagi pendidikan seperti ditetapkan oleh TAP MPR perlu segera dilaksanakan dan salah satu elemennya yaitu membentuk Dana Beasiswa Nasional untuk membantu orang tua dan murid yang miskin untuk menikmati pendidikan SD sampai SMA harus diupayakan oleh negara.

c) Perlu dibentuk Komisi Pendidikan Nasional. Mutu sekolah dasar dan menengah harus diubah dan diperbaiki.

d) Posyandu dan Puskesmas sebagai garda depan layanan kesehatan publik bagi ibu dan anak harus memperoleh dana yang memadai guna menyelamatkan generasi yang hilang dan menekan angka kematian ibu melahirkan, termasuk juga penyediaan vitamin-vitamin dan imunisasi yang sangat diperlukan.

      Pilar Kedua: Reorientasi Pengelolaan Ekonomi Menuju Ekonomi Kerakyatan 

Tujuan ekonomi kerakyatan adalah memandirikan ekonomi nasional, membuka kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat, perimbangan pengelolaan keuangan negara, baik dalam konteks antara usaha kecil, menengah, dan besar, atau pun  antara pusat dan daerah, mengadilkan kepemilikan dan menghapuskan ketimpangan kepemilikan aset negara, termasuk kredit perbankan, memperkuat peranan negara dalam mengendalikan atau mengatur pasar (governing the market).

Ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk memiliki akses sebesar-besarnya terhadap aset modal seperti tanah, kredit, keuangan,  produksi, pasar, teknologi, sumber daya alam, dan lain-lain yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Kebijakan-kebijakan tersebut akan menghindarkan penumpukan modal dan aset produksi pada segilintir orang, serta sentralisasi pengelolaan keuangan negara (penghisapan daerah oleh pusat) yang tidak memberikan perlindungan terhadap hal-hal di atas, dan akan menyebabkan masyarakat miskin terus termarjinalisasi serta terampas dayanya. 

Strategi  ekonomi kerakyatan dapat dicirikan sebagai berikut:

a) peningkatan disiplin pengelolaan keuangan negara dengan sasaran utama penanggulangan KKN dalam segala bentuknya. Salah satu tindakan yang perlu diprioritaskan adalah penghapusan dana-dana non-bugdeter yang tersebar secara merata pada hampir semua instansi pemerintah. 

b) penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition).

c) peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah. Hal ini terutama harus diselenggarakan dengan melakukan pembagian pendapatan (revenue sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan dengan mengikutsertakan pemerintah daerah sebagai pemilik saham perusahaan-perusahaan eksplorasi sumber daya alam yang terdapat di daerah. 

d) redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.

e) pembaharuan UU koperasi dan pendirian koperasi-koperasi sejati dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Koperasi sejati tidak sama dengan koperasi 'persekutuan majikan' ala Orde Baru yang keanggotaannya bersifat tertutup dan dibatasi pada segelintir pemilik modal kecil sebagaimana saat ini banyak terdapat di Indonesia (Baswir, 2000).

f) penyehatan dan reformasi BUMN, termasuk efiesiensi ekonomi, pemilikan saham bagi pekerja BUMN, dll.

g) memperkuat dan menstabilkan ekonomi nasional dengan memperlambat liberalisasi keuangan, serta memberlakukan kontrol modal dan devisa.

h) penggunaan  instrumen monet (suku bunga) dan fiskal yang ekspansif untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri, dll.

i) akses dana dan kredit untuk petanian, pendidikan, usaha kecil dan menengah.

Kalau merujuk pada apa yang terkandung draft PRSP/SPKN yang dirumuskan oleh pemerintah, tidak ditemukan perbedaan secara substansial.  Draft dokumen PRSP menawarkan langkah-langkah strategi penciptaan kesempatan kerja, yakni antara lain:

1. Pengembangan kesempatan kerja dan lingkungan kerja yang layak

2. Pengembangan kesempatan kerja bagi tenaga kerja usia muda

3. Pengembangan tenaga kerja mandiri profesional

4. Fasilitas dan perlindungan TKI

5. Penetapan upah minimum regional yang wajar

6. Penyiapan, penempatan, dan pembinaan transmigrasi

7. Pengembangan jejaring kerja sama dan informasi kesempatan kerja

Dan untuk perluasan kesempatan usaha, draft dokumen PSRP menawarkan antara lain:

1. Percepatan sertifikasi tanah

2. Pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui usaha produktif.

3. Pembinaan usaha mikro dan koperasi

4. Perluasan sumber usaha mikro

5. Pengembangan skema kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil

6. Pengembangan jaringan produksi dan distribusi usaha mikro dan koperasi.

Penutup

Apa yang menjadi pemikiran saya dalam tulisan ini juga merupakan pemikiran kami yang tergabung dalam GAPRI  yang selama ini terus melakukan upaya advokasi  terhadap pemerintah sebagai bagian dari partisipasi politik warga dalam membangun kerangka dasar kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat, utamanya kaum miskin. Pilar pembangunan ekonomi berbasis keadilan adalah terjemahan dari “Empat Pilar Demokratisasi untuk Melawan Kemiskinan-Pemiskinan.”  Dan ini terbuka juga bagi semua pihak untuk mengujinya, menerjemahkannya, dan mengembangkannya sebagai strategi melawan pemiskinan. 

Dan pada akhirnya, apakah pilihan strategis ini dapat menjadi stimulus kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan-pemiskinan di Indonesia yang pada tahun 2015 angka kemiskinan Indonesia berada di bawah 10 %, itu semua terpulang pada kita sebagai warga negara yang berdaulat dan menginginkan sebuah kehidupan adil dan makmur. MERDEKA !




































































































� 	Tulisan disampaikan sebagai sumbangan JARI Indonesia untuk Jurnal Analisis Sosial, AKATIGA edisi Usaha Kecil, Vol.9, No. 2 [Agustus 2004] 


� 	Sekjen JARI Indonesia, Inisiator, dan SC GAPRI, Pemerhati Politik Anggaran Pembangunan.


� 	CBS-UNDP. Impact on Retail Business, Cost of Living and Households Socio-Economic Condition, Survey  Report, Jakarta, Januari 1999. 


� 	Dalam kategori Bank Dunia, ada empat kategori lain; SIMIC (berutang tinggi dan bependapatan menengah), MILICS (berutang sedang dan berpendapat rendah), MIMICs (berutang sedang dan berpendapatan sedang), LILICs (berpendapatan rendah dan berutang rendah), LIMICS (berutang rendah ) The World Bank, Global Development Finance, 2000,  appendix 1, hal. 99-103, country tables. 


� 	Data PBB menunjukkan bahwa pada tahun 2000 pembayaran utang semua negara LDC (negara supermiskin) berjumlah 4,4 milyar dolar. Namun, sekalipun pembayaran itu sudah besar, masih saja tunggakan utang bertimbun, diperkirakan sebesar 30, 4 persen. Tambahan pula, beban dan biaya dari krisis utang secara tidak adil dan sepihak dibebankan kepada negara pengutang.


� 	GAPRI,” Strategi Bersama Masyarakat Sipil Indonesia; Empat Pilar Demokratisasi untuk Melawan Kemiskinan dan Pemiskinan.” Jakarta, Oktober 2003.


� 	GAPRI, Strategi Bersama Masyarakat Sipil Indonesia; Empat Pilar Demokratisasi untuk Melawan, Jakarta 2003.


� 	Ir. Tatag Wiranto, MURP, Staf Ahli Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial disampaikan pada acara Lokakarya “Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Budget” di Jakarta pada 23 – 24 Juli 2003.


 


� Asia Recovery Information Centre., Database tahun 2003 [www.aric.adb.org]


� GAPRI. Strategi Bersama Masyarakat Sipil Indonesia Empat Pilar Demokratisasi untuk Melawan. Jakarta, 2003.


 





PAGE  
20

